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Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 
Kewajiban Suami Penderita HIV/AIDS terhadap istrinya di Desa 
Karangbinangun Kabupaten Lamongan) merupakan penelitian lapangan untuk 
menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan kewajiban bagi suami penderita 
HIV-AIDS yang terjadi di desa karangbinangun kabupaten Lamongan dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami istri 
dalam kasus suami penderita HIV-AIDS di Desa Karangbinangun Kabupaten 
Lamongan. Data penelitian dihimpun melalui wawancara yang menunjukan 
terjadinya suatu hak dan kewajiban suami istri yang di lakukan oleh istri 
dikarenakan suami menderita penyakit HIV-AIDS, yakni sebuah metode yang 
menggambarakan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan 
menggunakan pola pikir induktif yakni menarik suatu kesimpulan di mulai dari 
pernyataan-pernyataan khusus yang telah di kumpulkan melalui wawancara, 
menuju penyataan-pernyataan umum dengan menggunakan penalaran rasio, dan 
dalam tehnik analisis penulis menggunakan metode Analisis deskriptif yaitu 
data-data yang di peroleh dari hasil wawancara di tuangkan dalam bentuk kata-
kata, kemudian di deskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan 
yang realistis dan dapat di fahami. Hasil penelitian di atas menyimpulkan yang 
pertama, Bahwasannya dalam pelaksanaa kewajiban suami penderita HIV-AIDS 
terhadap istrinya di Desa Krangbinangun Kabupaten Lamongan, bahwa semua 
kebutuhan rumah tangga di lakukan oleh istri, mulai dari bekerja memenuhi 
nafkah keluarga sampai mengurus kebutuhan rumah tangganya, di karenakan 
suami sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatan mencari nafkah, selain itu suami 
juga tidak bisa memberikan nafkah dzahir di karenakan menderita penyakit HIV-
AIDS, dan dalam hal ini istri sudah rela dan ridha ketika menjalankan kewajiban 
suaminya. Sedangkan yang ke dua Dan jika kasus di atas bahwasanya ketika 
suami tidak bisa memberikan dan melaksanakan kewajibannya dan di kerjakan 
oleh istrinya maka jika kaitkan dengan hukum islam maka dibolehkan 
berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Thalaq dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi 
Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama 
lain serta memenuhi asas kesukarelaan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua 
manusia antara laki-laki dan seorang perempuan untuk membolehkan 
hubungan kelamin diantara keduanya dengan syarat dan rukun yang sudah 
ditentukan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang bahagia, 
diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai oleh Allah. 
Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat 
atau mitha>qan gali>dzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan tersebut bertujuan 
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang saki>nah, mawaddah, wa 
rah}mah.1 
Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya 




Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi 
kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk 
membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di 
                                           
1
 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2012), 2   
2
 Pasal  2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (Bandung: Citra 
Umbara, 2010), 2. 

































dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta kebahagiaan dan 
kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan keseteraan dunia dan 
akhirat.
3
 Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al - Nisa’ ayat 1 yaitu : 
                   
                     
                     
Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 
yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan 
daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada 
keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu‛.(QS. An-Nisa’ : 1).4 
 
Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat 
dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, 




Islam mewajibkan seorang suami memenuhi hak istri dan juga 
kepada istri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Hak 
suami, yang merupakan kewajiban istri, terletak dalam ketaatannya, 
menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan 
damai sebagaimana yang diinginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting 
                                           
3
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011),11. 
4
 Departemen Agama RI Mushaf Al Azhar Al Qur’an dan Terjemah (Bandung : Jabal Roudotul 
Jannah, 2010), 77.  
5
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: kencana, 2006), 155.  

































untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga rumah 
tangga tidak menjadi tumbuh bagai di depan neraka jahim.
6
 
 Didalam al-Quran sendiri Hak dan kewajiban suami isteri 
dijelesakan dalam surat an-Nisa>’ ayat 19 yaitu : 
                        
                  
                    
                  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan 
pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan 
mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak 
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 
 
Didalam undang – undang perkawinan, hak dan kewajiban suami 
istri di terangkan dalam pasal 31 sebagai berikut : 
1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat. 
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
                                           
6
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: Sinar grafika 
Ofseet, 2010), 144.  

































3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 
Dan kemudian juga hak dan kewajiban ini diterangkan dalam pasal 
34 sebagai berikut : 
1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing 
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
7
 
Dari keterangan di atas bahwa undang-undang perkawinan tahun 
74 telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, dimana suami 
berperan menjadi kepala keluarga sedangkan istri menjadi ibu rumah 
tangga, juga dapat di simpulkan bahwa, suami istri itu harus saling 
mengingatkan akan kewajibannya sebagaimana tugas yang telah di 
embannya. Dan apabila salah satu dari keduanya tidak bisa menjalankan 
kewajibannya, maka salah satu pihak bisa melaporkan kepada pihak 
berwenang yakni ke pengadilan. 
Kemudian juga dalam KHI hak dan kewajiban ini diterangkan 
dalam pasal 79-81 dan juga pasal 83, sebagai berikut : 
Pasal 79 
1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. 
                                           
7
    Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra 
Umbara, 2010) . 8. 

































2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat. 
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  
Pasal 80 
1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, 
akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting 
diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi 
istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga 
sesuai dengan kemampuanya. 
2. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar 
pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan 
bangsa. 
3. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a). Nafkah, kiswah 
dan tempat kediaman bagi istri. b). Biaya rumah tangga, biaya 
perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.Biaya 
pendidikan anak. c). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti 
tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada 
tamkin dari istrinya. 
4. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada  ayat (4) huruf a dan b. 
5. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri 
nusyus. 


































(Kewajiban istri terhadap suaminya) 
1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin 
di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.  




Dari keterangan di atas, sama seperti dalam undang-undang di 
dalam KHI (kompilasi hukum islam) juga menerangkan bahwa suami 
bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan istri bertugas sebagai ibu 
rumah tangga, sebagai kepala keluarga tentunya suami punyak kewajiban 
untuk memenuhi kebutuhan sang istri, baik kebutuhan biologisnya atau 
kebutuhan sehari-harinya seperti, (Rumah, nafkah dan juga keperluan 
lainnya). 
Menjadi hal yang menarik ketika dalam kehidupan sehari-hari 
seorang suami tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami, 
dimana hal tersebut yang terjadi pada pasangan suami istri di desa 
karangbinangun kabupaten lamongan, dimana suami menderita penyakit 
HIV/AIDS, dari keterangan sang istri penderita HIV/AIDS tersebut disini 
suami tidak bisa melayani kewajibannya selayaknya suami pada umunya 
baik itu hak dhahir maupun batin. 
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   Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2012), 25-27 

































Dari sini penulis menfokuskan penelitian terhadap pelaksanaan  
kewajiban suami bagi suami pendertita HIV/AIDS baik hak dhahir 
maupun batin yang di tinjau dari hukum islam dan sudah di jelaskan 
dalam hukum perkawinan. 
Dari penjelasan diatas maka penulis berkeinginan untuk 
mengangkat judul skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan  Kewajiban Suami Penderita HIV/AIDS Terhadap Istrinya 
(Studi Kasus Desa Di Karangbinangun Kabupaten Lamongan). 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan masalah pada latar belakang diatas, maka timbul 
berbagai permasalahan yaitu: 
a. Pelaksanaan kewajiban suami yang mempunyai penyakit HIV/AIDS. 
b. Tinjaun hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami yang 
mempunyai penyakit HIV/AIDS terhadap istrinya. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta di atas 
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami penderita HIV/AIDS 
terhadap istrinya di Desa Karabinangun Kabupaten Lamongan? 
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban 
suami penderita HIV/AIDS terhadap istrinya di Desa Karabinangun 
Kabupaten Lamongan? 

































D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan 
diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 




Pembahasan hak dan kewajiban sendiri telah banyak di bahas oleh 
peneliti terdahulu yaitu : 
1. Skripsi yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Kasus 
tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan 
Jetis Kabupaten Mojokerto, karya Fatonatu Rokhmanita, 
skripsi Aḥwalu Al-Syaḥsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya 
tahun 2010. Tulisan ini menggunakan penelitian lapangan 
yang memfokuskan pada penyandang cacat mental di daerah 
Mojokerto. Dalam hal ini penelitian ini menjelaskan 
hukumnya bagi para penyandang cacat mental dalam 
melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan skripsi yang 
saya tulis membahas tentang pelaksanaan Kewajban suami 
penderita HIV\/AIDS terhadap istrinya: studi kasus di desa 
                                           
9
 Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk 
Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel 
Surabaya, 2014), 8. 





































2. Skripsi yang berjudul, Penjabaran Kewajiban dan Hak Suami 
Istri menurut Pandangan al-Maraghi, karya Siti Rohmah, 
skripsi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel 
Surabaya tahun 1996. Tulisan ini menjelaskan kewajiban 
suami istri dan hak suami istri. Penelitian ini menggunakan 
metode tahlili, perbedaan dengan penelitian sebelumnya, 
tulisan ini menganalisa ayat dengan menggunakan pendapat 
al-Maraghi. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas 
tentang pelaksanaan kewajiban suami penderita HIV/AIDS 
terhadap istrinya: studi kasus di desa karangbinangun 
kecamatan Lamongan, lalu di tinjau dari hukum islam.
11
 
3. Skripsinya yang berjudul ‚Tinjuan Hukum Islam Terhadap 
Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga 
TKI di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten 
Kebumen Tahun 2011-2012, karya Dwi Suratno, skripsi ini 
menguraikan tentang Hak dan Kewajiban suami istri ditinjau 
dari perspektif hukum Islam berdasarkan tingkat 
pemenuhannya. Yang mana dalam penelitian ini diketahui 
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 Fatonatu Rokhmanita‛ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 
Suami Istri, (Studi Kasus tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis 
Kabupaten Mojokerto)‛ skripsi Aḥwalu Al-Syaḥsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2010. 
11
 Siti Rohmah‛ Penjabaran Kewajiban dan Hak Suami Istri menurut Pandangan al-Maraghi‛ 
skripsi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1996. 

































sejauh mana hak dan kewajiban suami istri terpenuhi 
berdasarkan hukum Islam akan tetapi hanya terbatas di daerah 
tertentu dan waktu tertentu.
12
 
4. Skripsinya yang berjudul, Tinjauan perundang-undangan 
Perkawinan Islam Indonesia terhadap pemenuhan Hak dan 
Kewajiban yang Istrinya bekerja diluar Negeri : Studi Kasus di 
Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, 
karya Makinuddin skripsi ahwal Al syakhsiyah fakultas 
syariah dan hukum UIN sunan ampel surabaya tahun 2016, 
tulisan ini membahas tentang suatu hak dan kewajiban suami 
istri dimana istri menjadi TKW di luar negri, Sedangkan 
skripsi yang saya tulis membahas tentang pelaksanaan 
kewajiban suami penderita HIV-AIDS terhadap istrinya: studi 
kasus di desa karangbinangun kecamatan Lamongan, lalu di 
tinjau dari hukum islam.
13
 
5. Skripsinya yang berjudul, Hak dan kewajiban Suami terhadap 
Istri dalam Al Qur'an Perspektif M. Qurais Shihah dan M. Ali 
Ash Shobuni, karya Anis Rohmatun Ulya skripsi ilmu Al-
Qur’an dan hadist fakultas Ushuluddin UIN sunan ampel 
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surabaya tahun 2015, tulisan ini membahas tentang metode 
dan penerapan Hak dan kewajiban Suami terhadap Istri dalam 
Al Qur'an Perspektif M. Qurais Shihah dan M. Ali Ash 
Shobuni Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas tentang 
pelaksanaan kewajiban suami penderita HIV/AIDS terhadap 
istrinya: studi kasus di desa karangbinangun kecamatan 
Lamongan, lalu di tinjau dari hukum islam.
14
  
Penelitian penulis di atas berbeda dengan karya yang saya teliti 
dan tidak ada yang membahas judul: ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan kewajiban suami penderita HIV/AIDS terhadap istrinya 
(Studi Kasus Desa Karangbinangun Kabupaten Lamongan).‛ 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan kewajiban suami penderita 
HIV AIDS terhadap istrinya di desa Karabinangun Kabupaten 
Lamongan. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan  
kewajiban suami istri penderita HIV AIDS terhadap istrinya di Desa 
Karabinangun Kabupaten Lamongan. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Adapun kegunaan studi ini, penyusun berharap untuk : 
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1. Dari Aspek Teoretis 
Dengan adanya kajian penelitian ini diharapkan berguna 
sebagai kajian hukum islam khususnya mahasiswa fakultas syariah 
mengenai kewajiban suami penderita HIV/AIDS terhadap istrinya, 
sehingga karya ilmiah ini dapat bermanfaat. 
2. Dari Aspek Praktis (Terapan) 
Implementasi penelitian ini di harapkan dapat memberikan 
kontribusi yang memberi solusi terhadap problematika yang terkait 
tentang masalah kewajiban suami penderita HIV/AIDS terhadap 
istrinya. 
G. Definisi Oprasional 
Untuk mempermudah dalam memahami judul : ‚Tinjauan hukum 
islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami penderita HIV/AIDS 
terhadap istrinya studi kasus Desa Karangbinangun Kabupaten 
Lamongan‛ di perlukan beberapa penjelasan tentang definisi oprasional 
supaya tidak terjadi kesalah fahaman dalam memahami judul. Beberapa 
istilah itu adalah : 
1. Hukum islam : Sekumpulan peraturan-peraturan atau norma-
norma yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam  
perkawinan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad 
saw atau dari Al-Qur’an dan hadist yang ada di kitab-kitab 
fiqh. 





































3. Penderita HIV/AIDS : Suami yang terindikasi positif 
HIV/AIDS sehingga tidak bisa menjalankan hak dan 
kewajiban secara materil dan immateril. 
Dari penjelasan di atas dapat di fahami bahwa pelaksanaan 
kewajiban suami penderita HIV/AIDS terhadap istrinya dalam hukum 
islam adalah suatu kewajiban yang di atur dalam hukum islam dan di 
jelaskan dalam hukum perkawinan  dimana suami tidak bisa menjalankan 
Kewajiban tersebut baik materil atau immateril. 
H. Metode Penelitian 
1. Data Yang Dikumpulkan 
a. Data tentang deskripsi kehidupan pasangan suami istri yang 
suaminya penderita HIV-AIDS di Desa Karangbinangun 
Kabupaten Lamongan. 
b. Data tentang pelaksanaan kewajiban suami istri yang suaminya 
penderita HIV-AIDS yang bersifat materil di Desa 
Karangbinangun Kabupaten Lamongan. 
2. Sumber data 
Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data di 
peroleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, adapun 
salah satu dari sember data yaitu:  
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 Mardani, hukum keluarga islam di indonesia (jakarta: Kencana, 2016) 113. 

































a. Sumber Data Primer  
Sumber data primer, yaitu sumber data penelitian 
yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang 
berupa wawancara.
16
 dalam kasus ini ada dua responden 
yakni: 
1) Suami (Penderita HIV-AIDS) 
2) Istri dari suami (penderita HIV-AIDS) 
3) Tetangga penderita 
3. Teknik pengumpulan data 
Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dari 
sumber data diatas, maka digunakan tekhnik pengumpulan data 
sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah suatu percakapan, tanya 
jawab antara dua orang/lebih yang duduk berhadapan 
secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah 
tertentu.
17
 Yaitu kepada suami istri dan juga melalui 
informasi tetangga dari suami (penderita HIV-AIDS) 
4. Teknik analisis data 
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 
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sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang 
dibutuhkan oleh data. 
Dari data-data yang terkumpul, peneliti berusaha 
menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti 
menggunakan tehnik analisis deskriptif, yaitu data-data yang 
diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata, kemudian 
dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang 
realistis. Metode analisis yang penulis gunakan yakni analisis 
induktif. Yang penulis maksudkan dengan analitis deduktif disini 
yaitu berpikir induktif, artinya menarik suatu kesimpulan dimulai 
dari pernyataan-pernyataan khusus yang telah dikumpulkan melalui 
wawancara, menuju pernyataan-pernyataan umum dengan 
menggunakan penalaran atau rasio. 
Penerapan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang 
bagaimana hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang mengidap 
penyakit HIV-AIDS, yang terjadi di desa karangbinangun kabupaten 
lamongan, dimana dalam hal ini sang suami yang mempunya 
penyakit. 
I. Sistematika Pembahasan 
Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang sistematis maka 
pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut:  
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

































pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan.  
Bab kedua, meliputi Hak dan kewajiban Suami Istri menurut 
Hukum islam, dimana terdapat dua poin. Poin yang pertama adalah Hak 
dan Kewajiban suami istri dalam Perkawinan  yang di jabarkan menjadi 
dua, yakni Pengertian dan Dasar Hukumnya dan juga Hak dan Kewajiban 
Materil dan Immateril sedangkan poin yang ke dua   adalah Hak dan 
Kewajiban Suami istri dan akibat hukumnya yang di jabarkan menjadi 
tiga yakni Hak istri sebagai kewajiban suami, Hak suami sebagai 
kewajiban istri dan juga Akibat Hukum Hak dan Kewajiban suami istri. 
Bab ketiga, merupakan pelaksanaan Kewajiban suami penderita 
HIV-AIDS terhadap istrinya, yang di perinci menjadi tiga poin dimana 
yang pertama yaitu Riwayat hidup suami (penderita HIV/AIDS) dan 
istrinya yang kedua deskripsi kasus  suami penderita HIV/AIDS dalam 
menjalankan kehidupan Rumah tangganya dan yang ketiga pelaksanaan 
kewajiban suami penderita HIV/AIDS terhadap istrinya di Desa 
Karangbinangun Kabupaten Lamongan, dimana dalam hal ini di jabarkan 
menjadi dua yakni kewajiban materil dan juga kewajiban immateril 
Bab keempat, merupakan kajian Analisis pelaksanaan Kewajiban 
suami penderita HIV/AIDS terhadap istrinya di Desa Karangbinangun 
Kabupaten Lamongan dan juga Analisis hukum islam terhadap 
pelaksanaan kewajiban suami istri bagi suami penderita HIV AIDS studi 
kasus desa karabinangun kabupaten lamongan. 

































Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan 
dan saran. 


































Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam. 
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri 
Dalam bahasa inggris digunakan law untuk menunjukkan makna 




Yang dimaksud dengan ‚hak‛ adalah apa-apa yang diterima oleh 
seseorang dari orang lain, adapun kewajiban adalah apa yang mesti 
dilakukan atau hal-hal yang wajib diadakan oleh seseorang terhadap orang 
lain.  
 Pada hakekatnya pengertian hak dan kewajiban itu apabila akad 
nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka 
akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan 
pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga
19
 
Dalam konteks rumah tangga suami memiliki hak atas istrinya 
demikian sebaliknya istri memiliki hak atas suaminya. Suami memiliki 
beberapa kewajiban terhadap istrinya demikian sebaliknya istri meiliki 
beberapa kewajiban terhadap suaminya.
20
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Jadi hak istri akan dapat terpenuhi jika suami menjalankan 
kewajiban terjadap istrinya, demikian sebaliknya hak suami akan dapat 
terpenuhi jika istri menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. 
21
 
Menurut  BW hak dan kewajiban suami istri diatur didalam pasal 
103 sampai dengan 118, sedangkan undang-undang nomor 1 Tahun 1974, 
diaturnya dalam pasal 30 sampai dengan 34. Ketentuan yang diatur oleh 
BW ini adalah:  
a. Istri harus patuh kepada suaminya (pasal 105)22 
b. Suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Terhadap hal itu 
juga berhak mengurus harta kekayaan bersama disamping 
mengurus harta kekayaan istrinya, suami wajib melindungi dan 
memberikan segala sesuatu yang diperlukan istrinya sesuai dengan 
kedudukan dan kemapuannya. menentukan tempat kediaman 
bersama dan memberikan bantuan kepada istri dalam hal 
melakukan perbuatan-perbuatan hukum (Pasal 106  sampai dengan 
pasal 110) 
c. Bantuan si suami kepada istrinya tidak perlu : 
1) apabila si istri dituntut di muka hakim karena sesuatu perkara 
pidana 
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2) dalam suatu tuntutan akan perceraian perkawinan akan 
pemisahan meja dan ranjang atau akan pemisahan harta 
kekayaan (Pasal 111) 
d. istri berhak meminta kepada pengadilan negeri setempat untuk 
dikuasaan mengahadap di muka hakim, mengangkat perjanjian-
perjanjian, menyelenggarakan pengurusan dan membuat segala 
akta, apabila suami menolak memberikan kuasa kepadanya (Pasal 
112, 113, dan 114) 
e. istri berhak membuat wasiat surat tanpa izin suaminya.  
Sedangkan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang 
diaturnya pada Bab IV menyebutkan hak dan kewajiban suami istri 
adalah: 
a. suami istri harus saling membantu satu sama lain, saling 
mencintai, tolong menolong, saling mengahargai dan sebagainya 
untuk menegakkan rumah tangga dan menjadi sendi dasar dari 
susunan masyarakat (pasal 30 dan 33). 
b. Seimbang dalam kehidupan rumah tangga, dalam masyarakat dan 
melakukan perbuatan hukum serta menentukan tempat 
kediamannya( Pasal 31 dan 32). 
c. Suami istri sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah 
tangga (pasal 31 ayat 3). 
d. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

































e. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
f. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing 
dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
23
 
Sedangkan Menurut Pandangan Islam Suami Istri memiliki 
kewajiban satu sama lain. Wanita mempunyai hak dengan baik kepada 
pria, seperti kaum pria mempunyai hak terhadap kaum wanita. Dalam Al-
Qur’an Allah menegaskan  pada QS. Al-Baqarah ayat 228 :  
                       
                           
                           
               
Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu)  
tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang 
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 
Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya 
dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 
ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para 
suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. 
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
 
 
Ayat diatas menunjukkan suatu pengertian bahwa suami dan istri 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun kaum pria masih diberi 
derajat yang lebih tinggi dari kaum wanita dalam kapasitasnya sebagai 
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pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk 
memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.  
Derajat adalah suatu kedudukan lebih suami terhadap istrinya 
untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Karena itu, menurut Ath-
Thabari, walau ayat ini sudah disusun dalam redaksi berita, tetapi 
maksudnya adalah anjuran bagi suami untuk memperlakukan istrinya 
dengan sifat terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat itu.
24
 
Namun kedudukan dan fungsi wanita (istripun) tidak kalah 
penting dalam keluarga yaitu sebagai pimpinan rumah tangga. Karena itu, 
suami dan istri  harus saling mengahargai, saling mempercayai satu sama 
lain serta bekerja sama dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya 
aatu hak dan kewajiban suami terhadap istri.  Seperti yang dijleaskan 
dalam  al-Qur’an  Surat   An-Nisa’ ayat 34 :  
                     
                         
                  
                       
      
 
Artinya: ‚Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu 
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Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya 
Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.‛ 
 
Ada dua alasan yang dikemukakan dari lanjutan ayat diatas 
dengan pemilihan pria sebagai pemimpin dalam konteks keluarga, yaitu : 
a. Karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. 
b. Karena mereka (para suami diwajibkan) untuk menafkahkan 
sebagian harta dari harta mereka (untuk Istri/keluarganya). 
Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 80 menjelaskan 
kewajiban suami adalah: 
1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah 
tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah 
tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri 
bersama. 
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 
Sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuanya. 
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada 
istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan 
yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan 
bangsa. 

































4) Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung: 
a) Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi 
istrinya. 
b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 
pengobatan bagi istridan anak. 
c) Biaya pendidikan bagi anak 
5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada 
Ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada 
tamkin sempurna dari istri. 
6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban 
terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat 4 huruf a 
dan b. 




Dalam Pasal tersebut dijelaskan dengan jelas kata-kata, suami 
adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi 
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan 
oleh suami istri. 
Selanjutnya ada kata melindungi pada Ayat 2 menjelaskan bahwa 
suami melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuan. Kemudian berkenaan dengan 
kata menanggung dijelaskan pada Ayat 3 yang berbunyi ‚ suami wajib 
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memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan 
kesempatan belajar pengetahuan yang bergunan dan bermanfaat bagi 
agama, nusa dan bangsa. 
Selanjutnya suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah 
tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang 
penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Selanjutnya kata 
menanggung dengan redaksi (a) nafkah pakaian dan tempat kediaman 
bagi istri dan (b) yaitu biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya 
pengobatan bagi anak. Dengan demikian bunyi-bunyi pasal diatas sangat 
terang dan jelas mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh ajaran 
Agama. Dan yang ingin dikatakan dalam hal kedudukan suami yang lebih 
tinggi dan berkuasa sedangkan istri ditempatkan sebagai pemimpin 
kedua. 
Perlu dicatat alquran hadir sebenarnya dalam upaya 




2. Hak dan Kewajiban Material dan Immaterial 
Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu 
kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. 
Bersifat materiil berarti hak dan kewajiban zahir atau yang merupakan 
harta benda. Hak dan kewajiban yang bersifat material meliputi sandang, 
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pangan, papan, termasuk mahar maupun nafkah, serta hal-hal lain yang 
dikategorikan sebagai keperluan berumah tangga. Dalam hal kewajiban 
material, istri dapat membebaskan suami dari tanggung jawabnya 
memberi nafkah.  
Sedangkan Hak dan kewajiban suami istri yang bersifat immateril 
merupakan salah satu akibat hukum perkawinan. Hak immateril ini 
merupakan hak kewajiban suami istri yang bersifat timbal balik. Hak 
kewajiban ini adalah tanggung jawab suami istri untuk menjalani  
pergaulan yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun hubungan istri 
dengan keluarga suami.  
Kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban batin 
seorang suami istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta 
bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. 
27
. 
Kewajiban suami yang bersifat  immateriil antara lain:  
a. Menggauli istri dengan baik 
Yang dimaksud disini adalah memperlakukannya dengan 
baik. Tidak menyakitinya(secara fisik maupun psikis), tidak 
menunda-nunda pemberian jika memang mampu, menunjukkan 
keceriaan, dan kesuka-citaan di hadapan istri
28
 
b. Menjaga kesucian istri 
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Suami harus memenuhi hasrat seksual istri agar ia tidak 
terjerumus dalam hal-hal yang haram. Menyenggamai istri 
merupakan kewajiban suami menurut pandangan paling shahih 
diantara dua pendapat yang berkembang di kalangan ulama’, dan 
pendapat ini dianut oleh abu hanifah dan ahmadd, serta dipilih 
oleh syaikhul islam ibnu taimiyah.  
c. Mengajarkan perkara-perkara agama kepada istri dan 
memotivasinya untuk taat(beragama) 
Jika suami dituntut untuk menggauli istrinya secara baik, 
maka suami juga dituntut untuk tidak bosan mengajarkan masalah 
agama kepada istri dan mendorongnya untuk taat beragama.  
d. Mengabaikan beberapa kesalahan istri selama tidak melanggar 
syariat Allah 
Dalam hal ini, nabi SAW memberikan petunjuk dengan 
Sabda beliau,  
 َرَخآ ا ٍَ ْىِم َيِضَر ًاُقهُخ ا ٍَ ْىِم َيِرَك ْنِإ ًَتىِمْؤُم ٌهِمْؤُم ْكَرَْفي َلا  
‚Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita 
mukminah (istrinya), jika ia membenci sebuah sikap (akhlak) 
istrinya maka ia akan ridho dengan sikapnya (akhlaknya) yang 
lain‛ [HR. Muslim, no 1469]  
 
e. Bersikap lembut dengan istri, mencumbuinya, dan menghargai 
usianya yang belia 

































f. Bercengkrama dan berbincang-bincang dengan istri serta 
mendengarkan ceritanya. 
g. Tidak menyakiti dengan memukulnya di bagian wajah atau 
mencelanya dengan perkataan yang buruk 
h. Menjaga istri dari perbuatan dosa, maksiat dan yang 
membahayakan. 
i. Berbaik sangka kepadanya 
j. Mewujudkan suasana kehidupan rumah tangga yang sakinah, 




Sedangkan kewajiban seorang istri terhadap suaminya yang 
bersifat immateriil antara lain : 
a. Bergaul dengan suami secara layak sesuai kodratnya sebagai 
perempuan. 
b. Memberi rasa tenang dalam rumah tangga, memberi rasa cinta dan 
kasih sayang kepada suami. 
c. Taat dan patuh kepada suaminya selama tidak disuruh suami 
melakukan kemaksiatan. 
d. Menjaga diri dan harta suami di saat berjauhan dari suami. 
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e. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai suami. 




B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Akibat Hukumnya 
Suami Istri mempunyai hak bersama, hak istri tentunya menjadi 
kewajiban suami, begitu pun hak suami akan menjadi kewajiban istri.
31
 
1. Hak Istri Sebagai Kewajiban Suami 
Sebagai seorang kepala keluarga, suami mempunya kewajiban 
untuk memenuhi kebagahagiaan istri dan anak-anaknya. Kewajiban 
yang seharusnya ditunaikan oleh suami adalah : 
a. Mendapatkan  nafkah lahir.  
Suami wajib mencari nafkah (bekerja) untuk keperluan 
hidup (lahiriah) istri dan anak-anaknya. Dialah yang berkewajiban 
menyediakan dandang(pakaian), pangan (makanan) danan papan 
(rumah) sesuai dengan kemampuan sang suami.
32
 Nafkah inilah 
kelak menjadi kewajiban asasi seorang suami terhadap istrinya. 
Allah Menegaskan dalam firman-Nya ;  
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                       
                    
    
 
Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan 
Allah kepadanya. (QS. At-Thalaq :7)  
 
Sebagai upayah untuk memenuhi kewajibannya, suami 
harus mengusahakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan 
dengan cara-cara yang halal lagi baik.  
Seorang suami yang lalai dalam memenuhi kewajiban 
keluarganya berarti telah berdosa, demikian pula bila usaha yan 
dilakukannya tanpa memperhatikan halal dan haramnya, maka 
tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah yang bersumber 
dari nafkah/makanan haram akan sulit tercapai.  
b. Mendapatkan  nafkah batin 
Pembinaan suatu keluarga bahagia, tidak saja 
membutuhkan fasilitas materi (ekonomi ) atau sosial, namun juga 
membutuhkan fasilitas rohani. Kepuasan rohani (batin atau 
biologis istri) kedua bela pihak (suami-istri), akan menciptakan 
ketenangan yang dapat memperkokoh ikatan batin suami istri.
33
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Karena itulah suami diwajibkan memenuhi kebutuhan 
biologis (batin) istrinya dengan baik dan adil artinya suami 
menggauli istrinya dengan santun dan berusaha memuaskan istri 
untuk mencapai puncak kenikmatan senggama(organsme). Bila 
suami beristri lebih dari satu, ia harus bisa membagi waktu secara 
adil dan proporsional terhadap istri-istrinya. Allah SWT 
berfirman: 
                       
                     
                    
             
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah 
kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka 
melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah 
dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu 
tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal 
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 
‚(QS. An-Nisa’ 19) 
 
c. Mendapatkan pengajaran ilmu agama dari suami  
Suami harus memberikan petunjuk dan pelajaran terhadap 
istri dan anaknya ke jalan yang benar dan baik, terutama masalah 
agama, agar mereka berkata dan bertindak sesuai dengan etika dan 

































moral ajaran islam. Pentingnya tugas mendidik keluarga ini seperti 
dijelaskan oleh Allah dalam Firman-Nya : 
                     
                   
          
Artinya ; Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-tahriim 6) 
 
d. Menyenangkan dan membahagiakan istri. 
Suami wajib memberikan ketenangan batin pada istrinya. 
Ketenangan batin merupakan syarat penting untuk terciptanya 
kehidupan rumah tangga bahagia. Karena itu suami hendaknya 
menahan diri untuk tidak menyakiti secara fisik maupun mental 
pada istrinya. Sebab, setiap suamiakan dimintai pertanggung 
jawabannya dalam memimpin keluarganya. 
e. Mendapatkan mahar dari suami 
Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 130 dan 
Pasal 34 yang berbunyi : 
1) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 
mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya 
disepakati oleh kedua belah pihak. 

































2) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun 
dari dalam perkawinan. 
3) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada 
waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya 
perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar 
masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. 
Mahar sebagai kewajiban suami yang dibayarkan kepada 
istri maka dalam kaitan ini istri harus tahu menahu dan paham 
menentukan kadar jumlah, jenis dan lain-lain sampai apakah dia 
bisa membebaskan sebagian atau seluruh mahar.
34
 
f. Berprasangka baik kepada istrinya. 
Dalam hal ini suami dan istri harus saling memahami dan 
keterbukaan satu sama lain supaya tidak adanya suatu kecurigaan 
di antara keduanya. 
Jika suami istri sama-sama menjalankan tangung jawabnya 
masing masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan 
ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup 
berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan 
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Hak istri sebagai kewajiban suami juga lebih rinci diatur 
dalam kompilasi hukum Islam pasal 80 yang terdiri dari (7( ayat, 
sebagai berikut: 
(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah 
tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah 
tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri 
bersama. 
(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. 
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada 
istrinya dan membei kesempatan belajar pengetahuan yang 
berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 
(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 
a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri 
b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya 
pengobatan bagi istri dan anak. 
c) Biaya pendidikan bagi anak. 
(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada 
ayat sebelumnya angka 1 dan 2 diatas mulai berlaku 
sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 

































(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban 
terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf 
a dan b. 
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur 
apabila istri nusyus.  
2. Hak Suami Sebagai Kewajiban Istri 
Kaum wanita mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami. 
Hak-hak itu harus berimbang dengan kewajiban-kewajiban yang 
dipikul oleh kaum wanita itu, yakni kewajiban-kewajiban dalam 
memenuhi hak-hak suami. 
a. Taat dan patuh kepada suami. Istri yang shalehah adalah istri 
yang taat  dalam menjalankan ibadah dan patuh kepada perintah 
suaminya. Patuh kepada perintah suami, selama perintah itu 
tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, jika 
bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka istri 
tidak wajib untuk mematuhi perintah suaminya itu. 
b. Memelihara kehormatan diri dan harta suami.  
Secara internal, istri harus bisa memelihara kehormatan 
diri dan kehormatan suaminya dengan berlaku baik dan santun 
kepada orang lain, keluarga, kenalan suami. Menjaga harta 
suaminya dengan baik, terutama di saat suami tidak berada di 
rumah. Istri tidak boleh memberikan harta milik suaminya yang 





































Dalam rangka memelihara diri ini, seorang istri 
diwajibkan memakai busana muslimah, terutama bila keluar 
rumah, atau menerima tamu yang bukan muhrimnya. Anjuran ini 
seperti yang ditegaskan Allah dalam Firman-Nya :  
                     
                        
         
 
Artinya : hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 
perempuanmu dan istri-istri orang beriman, hendaklah 
mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh 
mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mdah 
dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah 




c. Menyenangkan hati suami 
Istri yang baik perlu merawat diri dan memperhatikan 
kecantikannya dengan baik semata-mata untuk suaminya. Ketika 
suami datang dari perjalanan jauh atau pulang kerja, istri bisa 
menyenangkan suami dengan penampilan yang enak dipandang. 
Tidak ada harta yang paling berharga bagi suami, selain dari 
seorang istri yang shalihah.  
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d. Melayani kebutuhan biologis suami 
Istri wajib memberikan pelayanan terbaik dalam masalah 
hubungan intim dengan suaminya. Bila istri berhasil memuaskan 




Sungguh kebutuhan biologis menjadi hak istri yang harus 
diterima dari suaminya, namun secara fitrah suami istri saling 
membutuhkan dalam pemenuhan hasrat biologis tersebut. 
Kewajiban melayani kebutuhan biologis suami ini, 
seorang tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya, 
sebelum sang suami menghendakinya. Hal ini bukak berarti 
wanita tidak boleh beranjak dari tempat tidurnya, melainkan jika 
suami masih berkeinginan untuk menggaulinya, ia selalu siap dan 
tidak berhak menolak. Tetapi jika sedang berhalangan maka 
boleh menolak ajakan suami. 
Hadits berikut ini mewajibkan istri untuk melayani 
kebutuhan biologis suami dengan baik. Nabi SAW bersabda: 
 ا ٍَ ْتَىََعن ا ٍَ َْيهَع َناَبْضَغ ْتََبأَف ًِ ِشاَِرف َىنِإ ًََُتأَرِْما ُمُج َّرنا اََعد َاذِإ
 َحِبُْصت َّىتَح ُتَِكئلآَمَْنا 
Artinya: Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat 
tidurnya, tetapi ia enggan datang, lalu ia bermalam 
dengan marah, niscaya ia dilaknat oleh malaikat 
sampai pagi. ‚ (HR. Bukhari Muslim). \ 
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e. Tidak keluar rumah tanpa izin suami  
Bila wanita hendak keluar rumah hendaknya meminta 
izin suami dengan menceritakan maksud dan tujuannya. Jika 
suami tidak mengizinkan, maka haram bagi wanita untuk pergi 
meninggalkan rumahnya. Demikian pula jika suami tidak di 
rumah, istri tidak boleh meninggalkan rumah, maksudnya agar 
saat suami pulang, istrinya tetap ada di rumah. 
38
Hal ini sesuai 
dengan penjelasan Allah Dalam firman-Nya: 
                    
                      
                     
 
Artinya : Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah 
kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang 
Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, 
tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. 
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 
menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan 
membersihkan kamu sebersih-bersihnya. ‚(QS. Al-
Ahzab : 33) 
 
f.  Tidak menerima tamu yang dibenci oleh suami  
Setiap istri tidak boleh meninggalkan rumah untuk 
kepentingan apapun tanpa sepengetahuan suaminya. Istri juga 
harus menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat dan 
tutur kata yang tidak baik.. para istri hendaknya selalu menjaga 
                                           
38
 Ibid.,h.195 

































diri agar jangan sampai timbul fitnah bila menerima tamu tanpa 
seizin atau sepengetahuan suami. 
g. Mengatur urusan rumah tangga 
Sesuai dengan pasal 31 BAB VI UU perkawinan, suami 
adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. 
Karenanya, istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga 
dengan sebaik-baiknya, seperti mengurus dan mendidik anak, 
menyediakan keperluan suami, menyiapkan pakaian, memelihara 
harta suami( tidak memberikan harta suami kepada pihak lain 
tanpa izin suami), dan lain sebagainya. 
39
 
h. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, 
dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya 
dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.  
i. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami. 
Selayaknya seorang anak kepada orang tuanya, ketika akad 
sudah di ucapkan maka sebagian besar tanggung jawab beralih ke 
suami, maka dari itu istri juga harus menempatkan suami sebagai 
orang tua ke dua dalam hidupnya, dengan berlaku sopan dan sering 
membahagiakan suami dengan cara melayani dan memberikan apa 
yang di mintak suami selagi itu bsik. 
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j. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami. 
Ketika wanita di rumah dan ketika bersama suami maka di 
haruskan istri untuk bersolek dan memakai wangi-wangian di 
karenakan supaya suami merasa nyaman dan merasa bahagia 
ketika berada di dekat istri. 
k. Tidak berpuasa Sunnah kecuali dengan izin suami. 
Di jelaskan dalam hadist Abu Hurairah, 
Rasulullah S}allalláhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 ًِ ِوِْذئِب َِّلاإ ٌد ٌِ اَش ا ٍَ ُج َْ َز ََ  َو ُْ َُصت َْنأ َِةأْرَمْهِن ُّمِحَي َلا 
‚Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa (sunnah) 
sedangkan suaminya berada di rumah, kecuali dengan 
izinnya.‛ (HR. Bukhari: 16/199)40 
l. Berlaku hemat merupakan keharusan yang harus di laksanakan 
seorang istri di karenakan tak sepantasnya seorang istri boros 
dimana suami bekerja keras dan istri harus bisa memanajemen 
keuangan dengan baik supaya bisa buwat memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. 
m. Berlaku sebagai ibu 
Dalam KHI pasal 83 ayat 2 di jelaskan bahwasannya istri 
harus menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 
sehari-hari dengan sebaik baikya. Jadi seorang istri harus bisa 
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menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan juga harus bisa 
membimbing anak-anakya dengan baik.  
n. Membantu suami.  
Diterangkan dalam KHI pasal 79 ayat 2 bahwasannya 
Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat. Jadi sudah menjadi keharusan 
istri juga harus bisa membantu keseharian yang di lakukan oleh 
suami, mungkin dengan cara mengurus rumah tangga dengan 
baik, ataupun juga bisa membantu dalam hal kebutuhan sehari 
hari, jadi istri tidak berpangku tangan kepada suami.
41
 
Hak suami sebagai kewajiban istri, dalam undang-undang No. 1 
tahun 1974 diatur secara garis besar pada pasal 34 ayat (2) dan lebih rinci 
diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 83 dan pasal 84 sebagai 
berikut: 
Pasal 83 
(1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir 
dan batin kepada suami dalam atas-atas yang dibenarkan 
oleh hukum islam. 
(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah 
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. 
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(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 
kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 
83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. 
(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap 
istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak 
berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku 
kembali sesudah istri tidak nusyuz. 
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri 
harus didasarkan pada bukti yang sah. 
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3. Akibat Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri 
Pada dasarnya peran istri dalam keluarga adalah patuh dan 
taat terhadap suami dan mendidik anak-anaknya. Namun dalam 
perkembangan zaman istri bukan lagi bertugas untuk menjaga rumah 
saja namun sekarang juga istri dapat mengemban tugas sebagai pencari 
nafkah. Dalam Al-qur’an surat At-Thalaq ayat 7 Allah berfirman: 
                         
                    
Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
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kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 
kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 
(QS. At-Thalaq :7)  
 
Sedangkan bila seorang istri sibuk mencari nafkah, itu tidak 
dilarang oleh Agama Islam asal tidak mengorbankan apa yang menjadi 
kewajiban dirinya selaku istri dari suaminya atau sebagai ibu terhadap 
anak-anaknya, dan sepanjang diizinkan oleh suaminya. 
Dalam kondisi tertentu mungkin saja seorang istri tersebut 
malah menjadi wajib mencari nafkah, dan dalam keadaan tertentu 
seorang suami tidak boleh mencari nafkah, karena suatu uzur yang 
dapat di benarkan agama. 
Seorang istri yang bekerja harus dengan ridha dari suami. Istri 
yang berprofesi sebagai wanita karir harus ikut memikul dari nafkah 
jika suami menuntut, karena pekerjaan wanita didasarkan perhitungan 
maslahat suami. tentunya tidak diragukan lagi bahwa kesibukan 
bekerja dan segala permasalahanya mengambil banyak tenaga istri. Ia 
pulang kerumah dengan keadaan lelah dan terpecah pikiran. Ia butuh 
orang yang menghilangkan kepayahannya dan menenangkan jiwannya.  
Suami tidak dapat menemuinya selain selain hari-hari kerja. 
Jika kedua pasangan suami istri rida bahwa harta mereka menyatu 
maka tidak ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap 
menanggung nafkanya maka bagi suami pahala. 

































Dalam peraturan pemerintah nomer 9 tahun 1975 pasal 19 
ayat 5 di jelaskan salah satu alasan di perbolehkannya suami istri 
mengajukan perceraian adalah ketika, Salah satu pihak mendapat cacat 
badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban 
sebagai suami istri. Selain itu istri juga bisa melakukan fasakh di 
karenakan suami tidak mampu memberi nafkah, dimana ketika suatu 
akad sudah di ucapkan maka menimbulkan hak dan kewajiban dari 
pihak suami ke istrinya. 


































Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami  
Penderita HIV/AIDS Terhadap Istrinya Di Desa Karangbinangun Kabupaten 
Lamongan 
A. Riwayat hidup suami (penderita HIV/AIDS) Dan istri. 
Suami (Penderita) bernama M. Budi afrianto Lahir di Kota Surabaya, 
pada tanggal 06 April 1989. Beragama Islam, dan bertempat tinggal di dusun 
Morocalan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Terdiri dari 3 
(tiga) saudara, laki-laki semua dan penderita yang sulung. Penderita 
merupakan alumni SDN Karangbinangun, SMPN Karangbinangun dan SMA 
Karangbinangun. 
Penderita ini sejak kecil berada di lingkungan keluarga yang 
sederhana, sang ayah dan ibuk sehari-hari bekerja sebagai petani di sawah 
dan juga tambak miliknya, sedangkan kedua kakaknya semenjak lulus SMA 
sudah bekerja sebagai penjaga warung kopi milik keluarganya. Penderita ini 
sangat mudah sekali bergaul di kalangan masyarakat, karena dia selain 
sekolah, dia juga ikut membantu orang tuanya, kalau malam juga sering 
membantu pamannya menjaga warung kopi yang berada di desanya.  
Di kalangan masyarakat dia juga aktif di kegiatan desa. Akan tetapi 
pemuda di desa tersebut sering sekali ketika suatu warga mengadakan 
resepsi pernikahan, pasti di sana mengadakan pesta miras di malam harinya, 
hal tersebut merupakan suatu kebiyasaan yang sudah lama berjalan di desa 
tersebut. 

































Sedangkan Riwayat istri dari penderita bernama Rini anggraini Lahir 
di Kabupaten Lamongan, pada tanggal 21 april 1991. Beragama Islam, dan 
bertempat tinggal di dusun Ngajaran Kecamatan Karangbinangun Kabupaten 
Lamongan. Memiliki saudara 5 dan dia anak ke-3. Sama dengan sang suami, 
Rini anggraini mengenyam pendidikan di SDN karangbinangun, SMPN 
Karangbinangun dan SMA Karangbinangun. Tidak berbeda jauh dengan sang 
suami, Rini juga sejak kecil berada di lingkungan keluarga yang sederhana, 
dimana kedua orang tuanya bekerja sebagai petani di sawah dan di tambak 
miliknya sendiri. Dari paparan ketika wawancara tidak banyak yang di 
sampaikan mengenai seluk beluk keluarganya, karena saya hanya terfokus 
kepada si penderita (suami) nya.
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B. Deskripsi Kasus Suami Penderita HIV/AIDS Dalam Menjalani Kehidupan 
Rumah Tangga  
Perkenalan kedua pasangan ini terjadi semenjak berada di bangku 
SMA dimana saat itu penderita (suami) menginjak kelas XII (dua belas) 
sedangkan Rini anggraini (istri) menginjak kelas X (sepuluh). Mereka 
menjalin hubungan seperti anak muda pada umumnya, dimana ketika sekolah 
juga sering penderita (suami) menjemput Rini di Rumahnya, saking 
seringnya Penderita (suami) menjemput di Rumah akhirnya juga kenal 
dengan kedua orang tua dari Rini. 
Setelah lulus SMA, Penderita (suami) bekerja di surabaya 
mengikuti kakaknya menjadi penjaga warung kopi. Sampai pada akhirnya di 
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tahun 2014 penderita (suami) menikahi Rini di saat Rini berumur 23 dan 
budi berumur 25 tahun. 
Tak jauh berbeda dengan sebelum menikah, Setelah menikah 
penderita (suami) juga masih melanjutkan menjaga warung kopi di surabaya, 
selayaknya istri pada umumnya, Rini juga tidak berpangku tangan 
mengandalkan uang hasil kerja dari suaminya, dia di rumah juga kerja 
membantu orang tuanya menjaga sawah dan tambaknya, selain itu juga 
bekerja menjadi penjahit kerudung walaupun seminggu hanya beberapa kali. 
Di saat usia pernikahan menginjak satu tahun, Rini baru bisa 
merasakan kehamilannya yang pertama, akan tetapi Allah berkata Lain, usia 
kadungannya baru berusia 3 bulan, Rini mengalami keguguran di sebabkan 
bekerja terlalu keras membantu orang tuanya mengurus sawah dan 
tambaknya.  
Silih berganti cobaan datang, sampai pada suatu saat warung 
penderita (suami) di gusur di karenakan ada pelebaran jalan. Sebulan di 
rumah akhirnya penderita (suami) ikut temannya di surabaya kerja sebagai 
penjaga bar (waiter). Selama setahun penderita (suami) menjadi penjaga bar 
(warung diskotik), pada saat itu dia mulai badannya mulai sering kelelahan 
dan daya tahannya turun drastis sampai akhirnya dia memeriksakan 
kesehatannya ke dokter, tak disangka ternyata penderita (suami) terdeteksi 
mengalami virus HIV-AIDS. Dan setelah mengetahui terjangkit virus 
tersebut penderita (suami) memutuskan untuk terus tinggal di rumahya 
sendiri di desa Karangbinangun. 

































Dari keterangan Muhammad syauqi, tetangga penderita 
bahwasannya sudah sejak SMA penderita (suami) sering sekali keluar 
bersama perempuan lain, akan tetapi Syauqi tidak mengetahui pasti, apakah 
penderita tertular penyakit itu melalui hubungan seks bebas, dan juga tidak 




Sedangkan ketika menanyakan hal tersebut ke istrinya, beliau tidak 
tau menahu asal mula penyakit tersebut di timbulkan melalu apa, beliau 
hanya bilang ‚mungkin tertular virusnya melalui piring atau gelas makanan 
yang di konsumsi pelangganya waktu dia menjadi waiter. 
C. Kewajiban Suami Penderita HIV-AIDS Terhadap Istrinya di Desa 
Karangbinangun Kabupaten Lamongan. 
1. Hak Kewajiban Materil 
Dari keterangan suami (penderita HIV-AIDS) waktu 
wawancara, penderita (suami) mengatakan ketika melakukan suatu 
aktifitas mudah dan sering sekali kelelahan jadi penderita (suami) 
memutuskan untuk lebih fokus istirahat, hal ini sudah terjadi semenjak 
sebelum keluar dari pekerjaannya sebagai waiter, dan membebankan 
semuanya kepada istrinya, untuk menjaga sebuah toko miliknya yang 
dia bangun dari hasil kerjanya dulu, juga membebankan istrinya untuk 
mengontrol tambak dan sawah milikknya yang dia peroleh dari hasil 
pembagian waris dari orang tuanya. 
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2. Hak Kewajiban Immateril 
Sedangkan untuk Nafkah immateril sendiri penderita (suami) 
sudah merasakan bahwa tidak bernafsu untuk melakukan hubungan 
suami istri, di karenakan dia berfikir resiko yang sangat tinggi apabila 
dia melakukan hubungan suami istri tersebut walaupun pakai 




Sementara itu dari hasil wawancara dengan istrinya, untuk 
memenuhi kebutuhan materil, sehari-hari istri penderita bekerja menjaga 
sawah dan tambak milik orang tua dari penderita, selain itu juga bekerja 
menjaga toko milik penderita (suami). Setiap minggu harus melakukan 
pemeriksaan di Rumah sakit, walaupun musthail di sembuhkan akan 
tetapi Rini tetap setia menjaga suaminya dengan kondisi yang setiap hari 
semakin lemah dan juga semakin kurus badanya, setiap hari harus 
mengkonsumsi obat untuk daya tahan tubuhnya. 
Di lingkungan masyarakat juga sudah banyak yang mengetahui 
keadaan penderita (suami) yang menderita penyakit HIV-AIDS tersebut. 
Tidak ada yang merasa keganggu dan khawatir dengan virus HIV-AIDS 
yang menular, karena kondisi penderita (suami) yang semakin menurun 
mengakibatkan dia hanya terbaring lemas di kamar, dan setiap hari 
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mengkonsumsi obat-obatan yang berguna untuk menjaga daya tahan 
tubuhnya agar tidak terlalu lemah.
46
 
Selain kebutuhan dzahirnya, kebutuhan batin istri (Rini) juga 
tidak bisa di penuhi layaknya suami istri pada umumnya, di karenakan 
sangat riskan apabila melakukan hubungan suami istri. Jadi semenjak 
suami mengidap penyakit tersebut Rini tidak bisa mendapatkan hak 
kewajibannya sebagai istri yakni menjalin hubungan suami istri. Akan 
tetapi tidak menjadi alasan Rini untuk meninggalkan sang suami di saat 
sang suami berjuang dan berusaha menjadi suami yang terbaik.  
Di sela wawancara saya juga menanyakan tentang, apakah tidak 
ada keinginan untuk menceraikan sang suami, soalnya kan sang suami 
tidak bisa memenuhi kewajiban lahir batin selayaknya suami pada 
umumnya. Namun dengan nada santai beliau menjawab, kalau saya 
menceraikannya lalu siapa yang akan merawat suami saya, di kala 
semuanya kebutuhan dhahir saya sudah terpenuhi, seperti toko dan sawah 
semua sudah menjadi hak suami saya, jadi saya hanya tinggal menjaganya 
saja, itu semua juga buah hasil kerja suami saya selama ini.  
Dan untuk masalah kebutuhan batin saya juga tidak 
mempermasalahkan semua itu, karena kalaupun saya menceraikannya 
apakah ada yang mau menerima saya sebagai istri, sedangkan saya sendiri 
bekas istri dari seorang pengidap penyakit HIV-AIDS. Dari pihak 
keluarga istri (Rini) juga tidak merasa keberatan dengan keputusan yang 
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di ambilnya. Dulu sering menanyakan mengenai hubungan dengan 
suaminya di karenakan sudah lama tidak di karuniai anak semenjak 














































Tinjauan Hukum  Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Suami Penderita 
HIV/AIDS Terhadap Istrinya 
(Studi Kasus Desa Karangbinangun Kabupaten Lamongan) 
 
A. Analisis pelaksanaan kewajiban suami penderita HIV/AIDS terhadap 
istrinya di Desa Karangbinangun Kabupaten Lamongan 
Dalam BW pasal 103, Hak dan Kewajiban adalah suami istri harus 
saling setia satu sama lain, tolong menolong dan bantu membantu, 
memberikan nafkah serta bersama-sama mendidik anak-anak mereka. 
Dalam masalah ini, suami tidak mampu memberika nafkah, baik 
nafkah materil maupun immateril yang di sebabkan penyakit HIV-AIDS 
yang di deritanya, yang mengakibatkan dia tidak mampu melakukan 
kegiatan sehari-hari. 
Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semuanya di lakukan 
oleh istri, mulai dari menjaga toko dan mengontrol sawah dan tambak milik 
suaminya. Hal tersebut sudah di lakukannya semenjak suaminya menderita 
penyakit HIV-AIDS. 
Sebelum menderita penyakit tersebut, penderita (suami) bekerja 
sebagai penjaga warung kopi dan juga menjadi waiter, dan pemberian nafkah 
materil dan immateril berjalan sesuai suami istri pada umumnya. Jadi budi 
menderita penyakit tersebut ketika usia perkawinanya menginjak dua tahun, 
bahkan pada usia perkawinan satu tahun Rini mengandung anak pertama, 
akan tetapi dia mengalami keguguran yang di sebabkan karena bekerja 

































terlalu keras membantu kedua orang tuanya menjaga tambak dan sawah juga 
menjadi seorang penjahit kerudung di rumahnya. 
Hal tersebut tidak sejalan dengan KHI pasal 80 ayat 2 yang berbunyi: 
Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan pasal 80 ayat 4 
poin (a) bahwasannya: suami harus memberikan nafkah, kiswah dan tempat 
kediaman kepada istri, juga dalam poin (b) biaya rumah tangga, biaya 
perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 
B. Analisis Hukum  Islam Terhadap Pelaksanaan  Kewajiban Suami Istri Bagi 
Suami Penderita HIV/AIDS di Desa Karangbinangun Kabupaten Lamongan 
Pada hakekatnya pengertian hak dan kewajiban itu apabila akad 
nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan 
menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak 
dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.
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Dalam konteks rumah tangga suami memiliki hak atas istrinya 
demikian sebaliknya istri memiliki hak atas suaminya. Suami memiliki 
beberapa kewajiban terhadap istrinya demikian sebaliknya istri meiliki 
beberapa kewajiban terhadap suaminya. 
Ketika dalam sebuah proses setelah adanya sebuah akad dan 
pernikahan maka akan timbul suatu hukum dimana pada saat itu kedudukan 




 J.C.T. Simorangkir, kamus Hukum, cet VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60 

































suami di atas istri, dan semua hak dan kewajiban yang semula ada pada 
pundak orang tua beralih kepada suami.
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Sebagai seorang kepala keluarga, suami mempunyai kewajiban untuk 
memenuhi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang seharusnya 
ditunaikan oleh suami adalah Mendapatkan  nafkah lahir, Suami wajib 
mencari nafkah (bekerja) untuk keperluan hidup (lahiriah) istri dan anak-
anaknya. Dialah yang berkewajiban menyediakan dandang(pakaian), pangan 
(makanan) danan papan (rumah) sesuai dengan kemampuan sang suami.
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Nafkah inilah kelak menjadi kewajiban asasi seorang suami terhadap 
istrinya. Allah Menegaskan dalam firman-Nya ;  
                          
                    
 
Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (QS. 
At-Thalaq :7)  
 
Sebagai upayah untuk memenuhi kewajibannya, suami harus 
mengusahakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara-cara 
yang halal lagi baik.
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Akan tetapi dalam kasus ini dimana suami tidak bisa menjalankan 
hak yang seharusnya di lakukan oleh suami kepada istrinya yakni memenuhi 
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kebutuhan sehari-hari seperti nafkah dan lainnya di karenakan suami 
menderita HIV-AIDS yang mengakibatkan penderita (suami) tidak bisa 
melakukan aktifitas sama sekali. 
Adapun dalam perundang-undangan yang di atur dalam BW, 
bahwasannya mengenai hak dan kewajiban suami istri yang di terangkan di 
pasal 106-110 bahwasannya, Suami adalah kepala dalam persatuan suami 
istri. Terhadap hal itu juga berhak mengurus harta kekayaan bersama 
disamping mengurus harta kekayaan istrinya, suami wajib melindungi dan 
memberikan segala sesuatu yang diperlukan istrinya sesuai dengan 
kedudukan dan kemapuannya. menentukan tempat kediaman bersama dan 




Apa yang di jelaskan dalam BW tersebut tidak sesuai dengan proses 
berumah tangga yang di alami oleh kedua pasangan ini di karenakan suami 
sudah tidak bisa menjalankan yang semestinya seperti suami pada umunya di 
karenakan penyakit yang di deritanya. 
Dalam undang-undang perkawinan Nomer 1 tahun 1974 menerangkan 
beberapa macam hak dan kewajiban suami istri: 
a. suami istri harus saling membantu satu sama lain, saling mencintai, 
tolong menolong, saling mengahargai dan sebagainya untuk 
menegakkan rumah tangga dan menjadi sendi dasar dari susunan 
masyarakat (pasal 30 dan 33). 
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b. Seimbang dalam kehidupan rumah tangga, dalam masyarakat dan 
melakukan perbuatan hukum serta menentukan tempat kediamannya 
(Pasal 31 dan 32). 
c. Suami istri sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga 
(pasal 31 ayat 3). 
d. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 
e. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
f. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada pengadilan.
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Dalam kasus ini dimana penderita (suami) sudah memenuhi tanggung 
jawabnya sebagai seorang suami dimana sudah tercatat dalam poin D 
bahwasannya suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kamampuannya, penderita (suami) sebelum 
terkena penyakit sudah membangun sebuah toko dari hasil kerjanya di 
warung dan menjadi waiter, selain itu Budi juga memberikan sawah dari 
hasil warisan yang di berikan oleh orang tuanya untuk di jaga dan di urus 
sang istri. 
Dan juga dalam poin E bahwasannya seorang istri itu harus mengatur 
urusan rumah tangga sebaik-baiknya, sejalan dengan apa yang di lakukan 
oleh istri dimana dia sangat perhatian dengan kondisi yang di derita oleh 
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suaminya, setiap hari istri bekerja menjaga toko, dan mengurus segala 
kebutuhan suami. 
Sesuai dengan pasal 31 BAB VI UU perkawinan, suami adalah kepala 
keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Karenanya, istri berkewajiban 
mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, seperti mengurus dan 
mendidik anak, menyediakan keperluan suami, menyiapkan pakaian, 
memelihara harta suami( tidak memberikan harta suami kepada pihak lain 
tanpa izin suami), dan lain sebagainya. 
Sedangkan Menurut Pandangan Islam Suami Istri memiliki kewajiban 
satu sama lain. Wanita mempunyai hak dengan baik kepada pria, seperti 
kaum pria mempunyai hak terhadap kaum wanita. Dalam Al-Qur’an Allah 
menegaskan  pada QS. Al-Baqarah ayat 228 :  
                          
                              
                           
             
 
Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang 
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 
Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya 
dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 
ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-baqarah : 228) 
 

































Ayat diatas menunjukkan suatu pengertian bahwa suami dan istri 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun kaum pria masih diberi 
derajat yang lebih tinggi dari kaum wanita dalam kapasitasnya sebagai 
pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk 
memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.
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Dalam kasus ini juga bertentangan dengan aturan yang di terangkan 
dalam hukum islam yakni, pria (suami) di beri derajat yang lebih tinggi dari 
kaum wanita dalam kapasitasnya sebagai pemimpin keluarga yang 
bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. Dimana semenjak penderita (suami) menderita penyakit HIV-
AIDS seluruh kebutuhan keluarga di kerjakan oleh Rini (istri) di karenakan 
sang suami tidak bisa melakukan aktifitas seperti biyasa. 
Di sisi lain suami juga sudah menjalankan apa yang di butuhkan oleh 
istri, dimana dia sudah memberikan beberapa harta seperti sawah dan toko, 
untuk di jadikan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Namun kedudukan dan fungsi wanita (istripun) tidak kalah penting 
dalam keluarga yaitu sebagai pimpinan rumah tangga. Karena itu, suami dan 
istri  harus saling mengahargai, saling mempercayai satu sama lain serta 
bekerja sama dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya aatu hak dan 
kewajiban suami terhadap istri.  Seperti yang dijleaskan dalam  Al-Qur’an  
Surat   An-Nisa’ ayat 34 :  
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                        
                        
                  
                     
      
 
Artinya: ‚Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 
ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 
Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 
mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, 
Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.‛ (QS. An-
Nisa’: 34) 
 
Dari penjelasan di atas juga tidak serta merta semua keperluan dan 
kebutuhan harus di laksanakan oleh suami, tidak hanya berpangku tangan 
kepada suami, istri juga harus menjaga keharmonisan keluarga dan harus bisa 
menjadi istri yang solehah, dan saling percaya agar bisa terciptanya keluarga 
yang harmonis. 
Selain kebutuhan materil suatu perkawinan juga menimbulkan suatu 
kewajiban yang bersifat immateril yakni Hak dan kewajiban suami istri yang 
merupakan salah satu akibat hukum perkawinan. Hak immateriil ini 
merupakan hak kewajiban suami istri yang bersifat timbal balik. Hak 
kewajiban ini adalah tanggung jawab suami istri untuk menjalani pergaulan 





































kewajiban yang bersifat immateril adalah sebuah  kewajiban yang 
menyangkut nafkah batin. 
Kepuasan rohani (batin atau biologis istri) kedua bela pihak (suami-
istri), akan menciptakan ketenangan yang dapat memperkokoh ikatan batin 
suami istri. 
Karena itulah suami diwajibkan memenuhi kebutuhan biologis 
(batin) istrinya dengan baik dan adil artinya suami menggauli istrinya 
dengan santun dan berusaha memuaskan istri untuk mencapai puncak 
kenikmatan senggama (organsme). Bila suami beristri lebih dari satu, ia 
harus bisa membagi waktu secara adil dan proporsional terhadap istri-
istrinya. Allah SWT berfirman : 
                            
                        
                        
    
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang 
telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan 
pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara 
patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
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 Sudarto, Ilmu Fikih (refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan mawaris), (Jakarta : 
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bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 
Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 
 
Dalam kasus ini suami tidak bisa menjalankan dan memberikan 
nafkah batin di karenakan penyakit HIV-AIDS yang di deritanya. Akan 
sangat riskan apabila pasangan ini melakukan hubungan intim, karena jikalau 
melakukan hal tersebut di takutkan bisa menularkan penyakit kepada 
istrinya. Tak hanya samapi di situ, ketika memiliki anak maka anak tersebut 
positif mengidap HIV-AIDS.  
Maka dalam hal ini yang harus di lakukan untuk mencegah terjadinya 
penularan penyakit tersebut adalah tidak melakukan hubungan intim. Dalam 
salah satu kaidah fiqih juga dijelaskan: 
 ُلاَُسي ُرَر َّضنا Artinya: ‚Setiap bahaya harus dihindarkan.‛ 
Allah berfirman dalam Qur’an surat Al-baqarah ayat 286 yang berbunyi: 
                           
                         
                          
                            
Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah 
Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya 
Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban 
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan 
kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri 
ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 

































Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap 
kaum yang kafir." 
 
Dari penjelasan ayat di atas bahwasannya Allah tidak memberikan 
dan membebankan sesuatu kepada hambanya di luar kemampuannya, jadi 
dalam hal jika di kaitkan dengan kasus di atas bahwasannya suami sudah 
tidak bisa memberikan nafkah materil dan immateril kepada istrinya di 
karenakan menderita penyakit HIV-AIDS dan juga istri sudah rela dan ridha 
ketika menjalankan kewajiban yang seharusnya di kerjakan oleh suaminya, 
juga rela dan ridha ketika suami tidak bisa memberikan nafkah immaterilnya 
meskipun sudah pernah di tawari oleh suaminya apabila ingin bercerai.  
Dari penjelasan di atas maka jika kasus ini di kaji dengan Analisis 
hukum islam maka sebenarnya tidak terjadi masalah di karenakan proses 
pemberian kewajiban yang seharusnya di lakukan oleh suami, akan tetapi 
semuanya di lakukan oleh istri di karenakan suami menderita HIV-AIDS, 
dan dalam hal ini berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Tahrim ayat 6 dan 
pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk 
saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. 
 





































Berdasarkan penjelasan dan keterangan di atas mengenai Kewajiban 
suami istri bagi suami penderita HIV-AIDS dapat di simpulkan sebagai 
berikut: 
1. Bahwasannya dalam pelaksanaa kewajiban suami penderita HIV-
AIDS terhadap istrinya di Desa Krangbinangun Kabupaten 
Lamongan,bahwasannya semua kebutuhan rumah tangga di 
lakukan oleh istri, mulai dari bekerja memenuhi nafkah keluarga 
sampai mengurus kebutuhan rumah tangganya, di karenakan 
suami sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatan mencari nafkah, 
selain itu suami juga tidak bisa memberikan nafkah dzahir di 
karenakan menderita penyakit HIV-AIDS, dan dalam hal ini istri 
sudah rela dan ridha ketika menjalankan kewajiban suaminya. 
2. Dan jika kasus di atas bahwasanya ketika suami tidak bisa 
memberikan dan melaksanakan kewajibannya dan di kerjakan oleh 
istrinya maka jika di kaitkan dengan hukum islam dibolehkan 
berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Thalaq dan pasal 77 ayat 
2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk 
saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas 
kesukarelaan.  


































Dari kesimpulan di atas berikut saran yang di berikan. 
1. Dalam dunia akademis, terdapat banyak kesempatan untuk 
mengembangkan berbagai pikiran dalam menganalisis sebuah fenomena 
/ permasalahan. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penelitian 
lebih lanjut perihal permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Oleh 
sebab itu, peneliti selanjutnya diharapkan lebih mampu mengembangkan 
penelitian terdahulu dengan mengkonfigurasikan dengan berbagai 
disiplin keilmuan yang dipelajari dengan harapan besar berkembangnya 
khazanah kepustakaan terkait dengan Hak dan Kewajiban suami istri 
bagi penderita HIV-AIDS. 
2. Untuk istri, yang bersikukuh untuk tetap menjalankan bahtera rumah 
tangga ini walaupun sangat berat melakukannya, semoga Allah 
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